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1. undang-undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatbla.ad 
1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditarnbnh dengnn 
Staatblaad 1940 Nomor 14 den Nomor 450; 

2. Undang-Undang Nemer 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barnt don dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lcmbaran Negara Rcpublil{ Tn(lnr.r.~i.:.. T.:..hun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lernbarun Negar'a Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang .. Undang Nomor 25 Tahun 2007 tcntang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 725); 

6. Uridang-Llndarig Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik [Lernbarsm Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Ne~ere. Republik Indonesia Nomor 4846); 

bahwa dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan 
kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam 
penerbitan perizinan, pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian perizinan, serta untuk melaksanakan 

· ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kola 
Semarang Nomor 20 To.hun 2011 tentnng Ijin GnngguBn, 
maka perlu mernberrtuk Peraturan Walikote. tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gongguan. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Mcngingat: 

Menimbang: 

WALIKOTA SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR l·b TAHUN 2015 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 
20 TAHUN 201 l TENTANG IJIN GANGGUAN 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tcntang 
Perltrasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

15. Percturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentaru; 
Pembentukan Kecarnatan di Wilayah Kabupaten 
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di 
Wilayah Kotarnadya Daer'ah Tingkat II Bcmarang dalam 
Wilayah Propinsi Dacrah Tingkat I .Jawa Tcngah [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 8Y); 

16. Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tab un 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pernerintahan Daorah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Numur 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 4593); 

7, Undang-Undang Nomor 25 Tulrun 2009 tentang Pclayanan 
Publik (Lembara.n Negara R~publik Indonesia Tahun 2009 
Nurnur 112, 'rambehcn Lembat'an NqJ-tr·;u,i R~puhlik 
Indonesia Nornor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Dueruh dun Retribusi De era h (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik tndonesta Nomor 3049), , 

9. Undang-Undang Nomor 3:2 Tohun 2009 teutuug 
Perlindungan don Pengt!lolaan Lingkuugan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NorntH' 
140, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

10. Undang-Undung Norrmr 12 Tuhrrn 2011 tentang 
Pembentukan Pcratura.n Pctunda1:1g-umllll1~an [Lernbarun 
Ni:~gata. Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82 
Tarn bahr\n Le.m ban-m Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

11. Undang ... Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustriun (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 4 Tarnbahari Lembarari Nr.gRra. Republik 
Indonesia Nomor 5492); 

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nnmor 4~ Tarn bH hnn Lem barari Negara Republik 
Indonesia Nomor 5512); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5597}~ sebagairnana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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17. Pernlurtm Pemerintuh Nomor 24 Tahun 2009 tcntang 
Kawaaan Industri [Lembaran Nqyu:.:i ~cpuhlik, huJ1.me8k1. 
Tahun 2009 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 4g87); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tcntang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik [Lembnrnn Negara 
Republik lndone:iia Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan [Lernbarari Negara Republik Indonexia Tahun 
2012 Nomor 481 Tambahan Lembaran NeRara Republik 
Irrdrmeain Nomor fi285); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 T.Hhun 2012 ten1s~nK 
Pelaksariaan Undang-Und.ang No111or 25 iahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215t Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

21. Peralllran Prcaiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelakeanean Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pf':mbe.ntnk:an Peraruran Perurtdang 
undangan; 

22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 24 'l'ahun 2006 
tentang Pedornarr Pcnyclenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

24. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pcnctapan Izin Gangguan di Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam 
Wilayah Kotarna.dya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lcmbaran Daerah Kota Semnrang Tahun Jgg4 Nomor 2 
Seri E, Tarnbahan Lcmbaran Daerah Kota Sernarung 
Nnrnor 2); 

26. Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kata semereng Nomor 2); 

27. Peraturan Dacrah Kota Bemarang Nomor 5 Tahun 2009 
teritarig Bangunan Gedung [Lernbartrn Daetah Kota 
Semarang Tahun 200Q Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 35); 

28. Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Rcncana Tata Runng Wilayah. Kota Semarang 
Tahun 2011-2031 [Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2011 Nomor 14~ Tambahun Lernbnrnn Daerah Kota 
Semarang Nomor 61); 

29. Pcraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 
tentang ljin Gangguan [Lembaran Daerah Kota Bemarung 
Tahun 2011 Nomor 20. Tambahan Lembaran Daerah Kota 
St?mar.an3 Nnmor nS); 

3 



BABI 

KETENTUAN UMUM 
Bagi.an Kesatu 

Pengertian 
Pasal 1 

Dalam Peraturun Wulikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Sernar'ang. 
2. Pcmcrintah Daerah ndalah Wuhkota clan Perangkat Daerah sebagai Ut)SUr 

penyelenggara Pemerintal J.=::t.r, 0~1~rA h. 
3. Walikotn adalah Walikota Semarang. 
4. Dinas adolah Dinas Teknis yang bertanggung jawab di bidang 

pemanfaatan bangunan dan gedung di lingkungan Pemerintah Dae::rf.lh. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang bert.anggung jawab di 
bidang pemanfaatan bo.ngunan dan gedung di linglrungan Perneriritah 
Dnertrh. 

6. Instunsi y;'ing bcrtanggung jawab du.lam bidang perizinan gant7..,gunn adala.h 
lnstansi 'yang bertanggung jawab dala.m bidang peri~inan gangguan di 
lingkungan Pemerin tah Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK 
P~LAKSANAAN PERAiURAN DAERAH KOT.A SEMARANG 
NOMOR 20 TAHUN 201 l TENTANG I~JTN GANGGUAN 

Menetapkan: 

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pcrtzinen Tertentu di Kota Semarang 
(Lernbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4~ 
Tambahan Lembaran Daerah Kol1:1 Sernararrg Nomor 71); 

31. Pemtul'an Dacrah Kota Scmi:'u'ang Nuruor 8 T~hun 2014 
tcntang Pcrizinan dan Non Pcrizinan (Lcmbaran Oacrah 
Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8~ Tambahan 
Lernbaran Daerah KntY ScmHr.wng Nmnor Q3); 

31. Peruturun Wolik:om Semarang Nornor S Tahun 2007 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penataan Menara 
'rclckomumkasi Bersama di Kota semareng (~cl'ita Dacran 
Kora Semarang Tahtrn 2007 Nomor 8 Seri E); 

:.\:l. Pernrurnn Wnlikntn 8f':mnrnng Nnmnr f) Tnhun 2oog 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 13 'rahun 2006 tcntang Pcngcndaliau 
Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 
2009 Nomor 5); 

34. Peraturan Walikota Semarang Nomor lA Tahun 201 l 
tentang Hubungan Kerja Badan Pelayariart Perijirtarr 
Terpadu dengan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kota Semarang (Berita Oaerah Kota Semarang Tahun 2011 
Nomor IA). 
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7. lnstanst yang bertanggung jawab dalam bidang Linglrungan Hidup ~dalah 
Instansi yang bertanggung [awab dalam bidang Lingkunga n Hidup di 
lingkungan Pcmcrintah Dacrah. 

8. Izin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang 
pribadi atau badan di lokas! tertentu ynng rlnpul rnenimbulknn bahaya, 
ker1.la11;:fn ds-m gs-ingg..:t~n, tidak termasuk tcmpat usaha/kegiatan yanf( 
lokasinya tclah ditunjuk olch I'cmcrintah rusa.t atau rcmerlntah Dat:rah. 

9. Kawasan industri adalah kawasan temp~.t pemusatan kegiatan industrl 
yang diJengkapi dengan Rarana dan JH"HKHr"HrtH p~mn1jur1P. y1-1nP. 
dikernbangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah 
rnemililti liin Usu.bu Kuwusan Industri. 

' 
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahon 

baku do.n/ QUlU memcnfaatkan sumber d.:._yu h:idu3tri :u:hir:iggu 
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih 
tinggi, termaauk jasa industri. 

11. Bukan industri adalah kegiatan ekonorni yang melakukan usaha di luar 
kegiatan industri. 

12. URahii Kccil .ad~liih kcgiabm ckrmorni r~kyat. y;;ir1g r:Hm1Hk1 nl,~h w;:.11171 
Negara Indonesia, dcngan mcmiliki kckayaan bcrsih lcbih dari 
Rp.50.000.000100 (lima puluh juta] sampai dengan pa.ling banyak 
Rp.500.000.000tOO (lima ratus juta rupiah) tida.k termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000 
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 
?..500.000.000,00 [dua milyar lima rarua juta rupiah], 

13. Usaha Mikro adalah Kegiatan ckonomi rakyar yang dimiliki olch warga 
Negro-a Indonesia, dengnn rnerniliki kekoynnn bersih pnling bnnvnk Rp, 
50.000.000.00 (lima puluh juta) tida.k termasuk tanah clan bangunan 
tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 
300. 000.000 (tlga ratus juta rupiah). 

14. lzin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
rnelakukan Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL~UPL 
dalam ra.ngka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat mcmpcrolch izin Usaha dan/atau Kcgiatan. 

15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yangselanjutnya disebut 
Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usahn dan/atau 
Kegiat.an yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau 
Kegiatan. 

16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hiclqp dH11 UpHyH Pr.t11H11LRUYJ'1 
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL~UPL, adatah 
pcngclolaan dan pcmantaua.n tcrhadap Usaha dan/atm.t Kcgiatan ynng 
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau 
Kcgiatan. 

17. SurH I. Pernya taan Kesunggupan Pcngclolaan da.n Pcmantauan Lingkungan 
Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan 
dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan 
pengelolaan dan pernantauan lingkungan hidup atas dampak Iingkungan 
hidup dnri usaha danyatau kegiatannya di luar Usaha danj'atau kegiatan 
yang wajib amdal atau UKL~UPL. 

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/utau ·tnc)daJ yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha rnaupun yang lidak melakukan 
usaha yang meliputi pcrseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
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Bagian Keaatu 

Kriteria Gangguan 
P::iR::i1 S 

(1) Kriteria gangguan terdiri dari gangguan terhadap: 

a. Iingkungan; 

BAB II 
KRITERIA GANGGUAN, KEOIATAN USAHA YANG WAJIB MEMIUKI IZIN 

GANGGUAN, DAN KRITERIA INDEKS GANGGUAN 

Pasa.14 
Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi: 
a. kriteria gengguan, kegiatan usaha yang wajib memiliki Izin Oangguan, dan 

kriteria indeks gangguan; 

b, persyaratan dan tata cara perizinan; 
c. hak, kewnjiban, don lnrnngnn; 
d. monitoring dan evaluaai serta pelaporan; 

e. pengawasan dan pengendalian; dan 
f. sanksi administratif. 

Pasal3 
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk: 
u. menjamin kepastian hukum bagi para pcmangku kcpcntingan dalam 

kegiatan penerbitan perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
dalam penyelenggaraan Izin Gangguan; dan 

b. untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan hidup 
guna mendukung ketertiban umum dan pelestarian lingkungan hidup, 

Bagian Kcdua 

Maksud, Tujuan dun Ruang Lingkup 
Pasal 2 

Pcraturan Walikota ini dimakaudkan untuk memberikan arahan dan pedoman 
dalam kegiatan: 
a. pelayanan penerbitan Izin Gangguan; 
b. pcmbinaan, pcngawasan, dan pengendalian Izin Oangguan; dan 
c. pcncrapan sanksi administratif 

Iainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dnn dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
rnaeea, organisasi sosial politik, atau organisasi Iainnva, lembaga dan 
bcntuk badan Iainnya termasuk kontra.k invcstasi kolcktif dan bcntuk 
usaha h::tap. 

19. Peraruran Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor .20 
Tahuri 2011 tcntang ljin Gangguan. 
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Pnsul 8 
Rencnna kegiatan usaha. yang mementrhi kritel'ia gangguan terhadap ekoriorni 
sebuguiruuna dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) apabila! 
a. bcrpotensi menimbullron persaingan tidak sehat bagi ekonomi rnasyarakat 

lokal; 

Paeal 7 
Rcncana kegiatan usaha yo.ng memenuhi kriteria gangguan terhadap sosial 
kernaeyar'akatari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) apabila: 

a. rnenyediukan minuman keras; 
o. metaksanakan kegiatan usaha lcbih dari pukul 24,00 WlR; 
c. berpotensi menimbulkan praktik prostitusi; 
d, berpotensi menimbulkan perjudian; 

e, berpotensi menirnbtrlkan ledakanj kebakaran; 
f. berpotenst menimbulkan kebisinganj'getaran: 

g. berpotensi menimbulkan kebauan; 
h. berpotensi menimbulkan radiasi; dan I a tau 
1. berpotensi mcnimbulkan limbah padat don cair, 

Pasa16 
( 1) Rericana kegiatan usaha yang memenuhi kritcria gangguan t.erhHda.p 

lingkungan sebagaimana ditnak.sud dalam Pasal 5 ayat (2) rnerupakan 
rencana kegiutan usaha yang terdiri dari: 
a. keglatan usaha yang wajib AMDAT,,; 

b. kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL; atau 
c. kegiatan usaha yang wajib Surat Pernyataan Pengclolaan Lingkungan 

(SPPL). 
(2) Rcncana kcgiatan usaha ~ehngnimnnn dirnnknud pudu uyut ( 1) berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan .. 

b. soslal kemasyarakaten; dan/atau 
,:. P.korl<'>mi. 

(2) Kriteria ganggt\an rerhadap lingkungan sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi gangguan terhadap Iungsi tanah, air tanah, sungai, 
laut, udara dan gangguan yang bcrsumber dad getaran, kebisingan 
dau/atau kcbauan sebagaimana diatur di dalam peruturun per'undang 
undangan tent.Hr,g lingktrngan hidup. 

(3) Kriterla gangguan tcrhadap sos,iQ' kema$y11ra katnn ~haF;nimono dimaksud 
pad~ .AV.At ( 1) huruf h meliputi terjadinya ancarnan kemerosotan moral 
dan/ atau ketertiban umurn. 

(4) Kriteria gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huru.f c meliputi ancarnan terhadap: 
a. penurunan produksi usaha rnaeyarakat aekitar; dan/atHu 
b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan hcnda bergerak yang berada 

oi sekitar lnkaai traaha. 
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Bagian Kedua 
Kt:J1.ietan Usab.a ylltl.~ Wa.Ub Metnilikl Izi11 Gru1gg1..1a.n 

Pasal Y 
Kegiatan usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan diklasifikasikan dalam 2 
(dua) jenh~·~ y~1tu ~ 
a. kegiatan industri; dun 
h. kegiatan bukan mdustri, 

b. berpotensi akan rncnurunkan usaha ckonomi masyarakat lokal; dan/ atau 
c. berpotensi pada penurunan nilai ekonomis harta benda milik masyarakat 

lokal. 

Pasal 10 
( l) Kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi: 

a. industri makanan dan minuman; 
b. industri mlnuman beralkohol; 
c, induatri tembakau: 

d. industri tekstil dan produk tekstil; 

e. industri penyamakan dan pengolahan kulit; 
f. industri pengolahan lamak dan damar; 
g. indnatri kayu; 
h. jnduAtri kertas serta barang-barang dari kertas; 
i. industri kimia dan bahan-bahan kimia, minyak bumi, gas, batu bara, 

karet, dan plastik: 
.I· industri bahan galian mineral bukan logam; 
k. induatri logam dasar; 
l. Industri barang-barang dari logam, mcsin dan pcralatannya; 
m. industri penyulingan; 
n. inrlustri penggilingan; 

o. induatri bahan peledak; 
p. industri ocrakltan/karoeeri; 
q. industri pcngolahan sampah; dan 
r. induetri pengolahan hasil laut, hae-,;il burni darr nasn hutan. 

(2) Kegiatan bukan industri aebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b 
melipuli: 
u, ternpat. pcnyimpanan/ gudang; 
b. usaha rumah tangga (home industry); 
c. apotik; loko obal., dan sejenisnya; 
d. perkantoran, pertokoan, ternpat perbelanjaan; 
e, rumah sakit, rumah hersa1in, balai pengobatan, praktek dokter dan 

bidan; 
f. laboratorium klinik; 



Paaal 11 

Dikecualikan dari ketentuan mcmiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal g dan Paaal 10 adalah: 

H. k~gintnn yAn~ berlokaai di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dun 
Kawasan Ekonomi Khusus; 

b. kegiatan yang berada di dalam bangunnn atau lingkungan yang telah 
memiliki izin g.:.-.ngguan; dun 

c. usaha mikro dan kecil yang kegi.atan usahanya di dalam bongunan atau 
persil serta dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangurum atau 
persil, 

9 

g. staaiun radio, televisi, studio rekaman, studio musik; 
h. menara telekornurrikaei; 

i. warung, reetoran, caf e dan seienisnva: 
j, usaha pcrscwaan alat bcrat; 
k. usaha persewaan kendaraan: 
1. usaha perparkiran; 

m. usaha penyimpanau/ puul keruluruun ungl<ul1m lmnmg/orang dan pctl 
'k~~Tn~'\t>; 

n. usahc jasa penjahitan; 

o. penjualan minyak pelumas eceran termasuk servis ganti minyak 
pelumns; 

p. penyimpanan clan penjualan oahan-bahan kimia; 
q. usaha penyimpa.nan/di8tribut<>r/8ahan Bakar Mi11yak, Bahan Bakur 

Gas, residu, spiritus, alkohol dnn ~ienisnyai 
r. usaha perbengkelan; 
s. trsaha penampungan dan penjualan barang bekas; 
L uaaha budi daya pctcrnakan; 
u. usaha pemotongan hcwan; 

v. pengepakun barung-barsmg cfa.p,anRan sortasi pcrusahaan ekspedist; 

w. penyimpanan/pengoluhun/pengerjaan barang-barang hasil taut, hasil 
bumi dan hasil hutan; 

x, ruang pamer kendaraan bermotor (show mom); 
y. pernbtrutan mukanan dan minuman; 
z, trsaha pencucian kendaraan bcrmotor; 
aa, usaha pcrtctrcian pakuiun (lm.fndry); 

ab. usaha rekreasi, hiburan, permainan kctangkasan, kecantikan, 
kebugaran dan olahraga; 

Ac. usa ha penginapan; 

ad. usahu temput kost, asrnma, rurnah pondokan dan scicnlsnva, dan 

ae. usaha perididikan, k.uraue dan pelatihari, 



Pasal 14 
( 1) Permohonan Izin Gangguan diajukan kepada Walikota. 
(2) Walikota berwenang menerirna perrnohonan atau menolak permohonan Izin 

Gangguan. 
(3) Walikota melimpahkan kewenangan dalam penerbitan dan penolakan 

permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) kepada 
Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan. 

81:1 giH n Keaa tu 

Um um 
Pa~f.l.1 l.:) 

( I] Setiap CJrang atau badnri usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib rnemiliki lzin Oangguan. 

(2) Selain kegiatan usaha yang diaeburkan dnlnm Pasnl 10 tetap diwajibkan 
memiliki izin gangguan apabila: 
a. memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Paeal 7, dnn 

Pasa1 fS; dan 
b. dipersyaratkan oleh perat.uran perundang-undangan. 

(3) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib mcmasang tanda Izin 
Gangguan/ Daftar Ulang fain Gangguari/ Perubahan Izin Gangguan. 

(4) Pedoman pembuatan don pemusungan tanda Izin Gangguan/DaJt.a.r Ulang 
Izin Gangguan/Peruba.han Izin Gangguan ~~hQp.µ.imana dimaksud pada 
RyAt (S) ditd~r.•k~u olch Dinas. 

DAB III 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN 
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Bagian Kr:tig.1 

Kriteria Indeks Gangguan 
Pasal 12 

( 1) Kegiatan usuhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibagi dalam 
kategori indeks gangguan kecil clan indcks ganggunn b~t-;ur. 

(2) Kegiatan lJsHhH dr.ng:-m k;.tl~~uri ind~ks winr~~u,n besar apabila: 
a. Tll.(':ngha$ilk.an~ menyimpan, dan/atau rnenggunakan bahan bcrbahaya 

dun beracun (B~~i); 
b. menghaeilknn, mcnyimpan, dan/at~u mcnggunakan limbah bahnn 

berbahaya dan beracun (B3); 
c. bcrpotensi menimbulkan gangguan keblsingan, getaran, kebauan, 

radiasi, den/ atau keamanan masyarakat pada kawasan permukiman; 
d. kegi.atan usaha industri yanR berada di luar kawasan induatrl tetapi 

ln~rmfo di peruntukkan tata ruang industri: aan] at.nu 

e. jenis kegiatan usaha yang rnerupakan pendukung dari kawasan sesuai 
derigan Rencana Tata Ruang. 

(3) Kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam indeka gangguan besar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kegiatan usaha 
dengan kategori indeks ganggua n kccil. 



Bagian Kcdu.;~ 
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Gangguan 

PA3N 15 
( 1) Sctiap orang atau badan usaha untuk mernperoleh fain Gangguan wajib 

mcngajukan permohonan kcpada Instansl yang bertanggung jawab (h1h.t~n 
bidang Perizirian Gangguan, 

(2) Pemohon lzin Oangguan perorangan dan badan usaha wajib mengif.i 
Formulir Perrnohornm Izin Gangguan dengan melampirkan: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi 

pennohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dcngan Surat Kuasa 
beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan perrer'ima k11FJ~t1; 

b. fotokopi scrtifikat atas tan.ah/bukti kepemilikun u.l.as lHr1uh/ bukt.i 
perolehan/ penguaaaan at.a.a tariah yang sah dan masih bcrlaku; 

c. bukti pembayaran lunas Pajak Bumi dan Bangu.nan tahun tcrakhir; 
d. fotokopi Keterangan Rencana Kota (KRK) beserta. lampiran gambarnya 

yang rnnaih berlaku: 
e. futokupi Surat Keputusan tentang lzin Mendirikl;I.Il Bangunan (lMB) 

beserta lampiran gambarnya; 

f. bagi kegiatan usaha yang tidak wajib memiliki izin lingkungan maka 
melampirkan SPPL sedarigkan bagi rencarra uxaha dan/;,ih,HJ k~girit;.1n 
yanr. wajib AMDAL/UKL-UPL w~jlb melamplrkan Izln lln~kt111~an. 
hid up; 

g. bagi kegiatan uaaha yang sudah beroperasional dan belum memiliki 
izin lingkungan, maka melampirkan dokumen lingkungan hidup yang 
dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang ... undangan; 

h. gambar teknis tempat usaha sedu.ngkon khusu~ urrl.uk k~giub-Jn 
industri dilengkapi rancangan tata Ietak imslalat-ii/p~n.1lut.un/ 
perlengkapan bangunan industri yang ditandatanganl olch 
pernilikj pelaku usaha dan perencana denah kegiatan usaha; 

i. surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang 
bcrbataean langsung dcngan lokaei usaha dcngan djkctah ui olch L1Jr8h 
setempat sedangkan khusus untuk menara. tclckomuni.kasi 
melampirkan persetujuan tt:t.w1MKa -st::-.uui dengan radius rebahan 
berdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan dengan 
diketuhui oh:~h Lurnh setempal: 

j. surat pemyataan dan gambar yang memuat tata cara pengolahan 
limbah dan/atau denah saluran pembuangan limbah yang terealisaai 
atau dircncanakan yang ditandatangani oleh pcmilik/ pelaku usaha dan 
perencana denah kegiatan usaha; 

k. rekornendasi lain dari Inetansi Teknis yang berkaitan dengan kegiatan 
usahanya;dan 

1. surat pernyataan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian Izin 
Gangguan. 
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(4) Hubungan keria antara Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang 
Perizinun Gangguan dengan insumsi teknis terkait dalarn peri7-inan 
ganP.gUan dilaksanakan aesuai ketentuan peraturnn perundang undnngan. 



Pasal 16 
(I) Izin Gangguan diterbitkan apabila: 

H. t.dah mernernrhi persyarntan udminiatratif secara Icngkap chm boriar; 

b. telah memenuhi persyaratan teknis sebagairnana termuat dalam 
rekomendasi dari Instansi Teknis; 

c. telah memenuhi persyaratan teknis berupa rekornendasi dari Dlnas yang 
mcmuat J:zin Oangguan dapat diterbitkan: dan 

d. tclah mcnycrahkan bukti pembevara» Retribusi Izin Gangguan, 
(2) Dinas melaksanakan vcrifikasi/pcngccckan lapung~1.n alas persyaratan 

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan membuat Berita 
Acara Hasil Verifikasi. 

(3) Berita Acara Haeil Verifikasi sebngaimann dimaksud pada ayat (2) rncnjadi 
bahan pcrtlmbangan dalam pernberian Rekomendasi yang diterbitkan 
Dinas, 

(4) Instansi yang bertanggung jawnb rlAIJ:)m bidttng Pcrizinan Gangguan 
menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabilu persyaratan sebagaimana 
dimakeud pudn ayut ( 1) telah lengkap dan bcnar, 

(5) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perht.iniin C.:-1r1gg~1~v• 
berwcnang mcnolak pcrrnohonan Izin Gangguan apabila perayaratan 
adrninistrutif sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) huruf a dan htrruf (I 
tidak lengkap dan tidak bcnar scrta memerlntah.kan Pemohort tmtuk 
melengkapi semua persyaratan administratif, 

(6) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan 
berwenang menolak permohonan Izin Gangguan a pabi la persyaratan teknis 
scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan c tidak dipenuhi. 

(7) Penolakan terha.dap permohonnn Izin Gangguan seba.gaii11a.na dimaksud 
pudu ayat (6) diserlni dengun nlnso.n penoJakan dan disampaikan kcpada 
Pemohon Izin Ga.ngguan dalam bentuk tertulis. 
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(3) Pemohon Izin Gangguan yang bcrbentuk badan usaha, selain wajib 
memenuhi persyarutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)t wajib 
rnelampirkan: 
a. fotokopi akte pendirian usaha dan akte pt.':rubahan terukjrir u.p~bilu. 

telah mermliki perubahan akte pendirian usaha; dan 
b. surat/ dokumcn yang menerangken bahwa tanah lersellul merupHk~r1 

aset badan usahc apabila tanah tcracbut mcrupakan aset badan 
usaha, 

(4) Pemohon fain Gangguo.n baik perseorangan maupun badan usaha y()ng 
bukan sebuga! pemegRng Hak atas Tanah sebagalmana terrnunt di dnlarn 
Sertifikat Tanah, rnakn wnjih mel~nipirka.n: 
a. fotokopi dokumen bukti penguasoun/pemanfaatanj' pr:rj.1H,jlar) scwa 

menyewa atas tanah danj atau bangunan di atasnya yang digut1i'iknn 
sebagai ternpat usaha; dan 

b. surat pcrnyataan tidak keberatan dari pemilik t.anah <lHI1/J:itHu 
bangunan atas pengajuan permohonan lzin Gangguan. 

(5) Rekomendasi lain dari Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf k mernuat persyaratan toknis yang ditetapkun oleh iriatanai 
teknis terkait dengan kcgiatan usaha tersebut sesuai ketentuan pcraturan 
perundang-undangan. 



Pasal 18 
(I) Uaft.ar Ulang Izin Cangguan diterbitkan, apabilu: 

a. tciah momerruhi perayaratan udministratif eeoagalmana dim.ak,:i.110 
dalam Pasal 17 ayat (5) den ayat (a) secara lengkap dan benar; dan 
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Bagian Ketiga 
Pc:i;rsyaratan dan Tata. Cara. Daftar Ulang Izin Gangguan 

Pasal 17 
( 1) Jangka waktu berlakunya Izin Oangguan dltetapkan selama usaha 

tersebut masih berjelan, kecuali: 
n , terjndi perubahan unaha, perubahan Iuasan tempat usaha, perubahan 

status kepemilikan dan/ atau pcrubahan lokasi; dan 
b, ~udah tidak seauai dcngan Rcncana Tata Ruang, 

(2) Pf.:mcgang fain Q~ngg\,l.a.n WRjil.) 1,TldHkUkHn nAftHr \ JIHn{!; lzitl. CAt1ggnAn 
secura periodik kepada .i.ust.a.nsi yang bertanggung Jawab datam bidang 
Perizinan Gangguan: 
a. setiap 5 (lima) t.ahun sekali untuk kegiatan industri; dan 

b. setiap 3 (tiga] tahun sekali untuk kegiatan bukan industri, 
(3) Daftar Ulang Izin Gangguan secara periodik wajib dilakukan scbclum batas 

w.r::J.ktu seb&'.IK3irnana dhna.ksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b apabila 
jangka waktu penguaeaan/pernanteatan/uewa at~.s tarrah cian/Rtau 
bangunan ktrrang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf b. 

(4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelurn berakhirnya rnnaa dn.ft11r olnng. 

(5) Pemohon Dafrar Ulnng Izin Gungguun pernrungun dan badan trsaha wajib 
mengisi Form.ulir Daftar Ulang Izin Gangguan dengan meh1.mpi.:rkan: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi 

permohonan yang dikuasakan wajib dih:ngkapi dengan Surat Kuasa 
beserta fotokopi Ka:rtu Tanda Penduduk pernberi dan penerirna kuasa; 

b. fotokopi lzin Gan~um• l,~zs~~r~ 1ampiran GamLar yang dimilikinya; 
c. fotokopi bukti hrnas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang 

terakhir; 
d, surat pernyataan yang memuat keterangan/uraian trsaha tidak terjadi 

perubahan usaha, perubahan luasan tcmpat usaha, perubahan lokasi 
usaha, perubahan status kepernilikan / penguasaan tanah dan/ atau 
status kepemilikan usaha; dan 

e. surat pcmvataen rnernerruhi serrma kr.wRjihnn dalam pemberiau fain 
G angg uan, 

(6) Pemohon Daftar Ulang Izin Gangguan yang berbentuk badan usaha, selain 
wajib memerruhi persyaratan seha~imana dimakaud pada ayat (5), wajib 
melampirkan: 
a. fotokupi akLa pendirian usaha dan akta perubahan terakhir apabila telah 

memiliki perubahan aktn pendirian usaha; dan 
b. surat/ dokumen yang menerangkan bahwa tanah terse but rnerupakari 

aset badan usaha apabila tanah tersebut merupakan aset badan trsaha. 



Bagian Keempat 

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Perubahan Izin Gangguan 
Pasal 19 

(1) Pemf!gang Izln Gangguan wajib mengajukan Permohonan Perubahan Izin 
Oanggtmn kep~d.n Tn!!;t;r1:1fr.i ynng h~rtanggung jnwah dalarn bid-1ng Periairian 
Oanggium, apabila terjadi: 

a. perubahan status kepemilikan usaha; 
b. peru bahan luasan tempat usaha; 
c. per·Hluthiin uKaha; dan/atB.u 

d. pcruba .. han lok~$L 
(2) Pen~yaratan dan tata cara permohonan Perubahan Izin Oa.ngguan bagi 

kegiatan usaha yang terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dan huruf b, wujib mengisi Forrnulir P~ru.buhnn Izin GatiP'SlJatl 
dengan melampirkan: 
a. fotokopi Kartu THnd8 Penduduk yang masih berlaku atau bagi 

permohonan yang dik1.Jasakan wajih dilengkapi dengan Surat Kuasa 
beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pernberi dan peru-rirna kuasa; 

b. fotokopi Izin Gangguan beserta lampiran Garnbar, y~r1g dirnilikiny~; 

c. fotokopi bukti pembayarnn Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; 
dan 

d. khusue bagi pennohonan karena perubahan luasan tempat usaha wajib 
melampirkan izin lingkungan at.au SPPL sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan: 

b. telah memenuhi persyurutun teknis yung termuut dulurn rekornendusi 
teknis yang dibuat Dirtaa, mcliputi: tidak terjadi perubahan usaha, 
perubahan luasan tempat usaha, perubahan lokasi usaha, danj'atau 
pcr-ubahan kepernilikan kegiatan usaha. 

(2) Dinos melaksanakan verifikasi di lapangan atas persyaratan teknia 
R~hRCRlmAnR dimaksmd pR,fa RyRt ( l) htrrrrf h riAn rnernbuat Rr.rlf'A Ac:ArA 
Hasil Vcrifikasi/pcngccckan lapangan. 

(3) Berita Acara Hasil Verifikaai sebagaimana dimsksud pada ayQt (2) rnenjadi 
bahan pertimbangan dalarn pemberian Rekomendasi yang diterbitkan 
Dinas. 

(4) h1Kt:rnKi y:-tng hf!ri.:tn~~ung jawah dalarn bidiing Pl":rizinan Oanp_,guan 
menerbitknn bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebazalmana 
dimaksud pada ayat (1) nurur a da.n huruf b tclah Icngkap dan bcnar, 

(5) Inatanai yang bertanggung jawab dalarn bidang Perizinan Gangguan 
berwenang menolak permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan apabila 
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1) huruf a 
tidak lengkap dan tidak. benar serta mernerintahkan Pernohon untuk 
meJengk«pl ~~Tnt.Ui flt':J"~y;u..tfm1 i1<lminiKfr.--1tif. 

(6) lm\t.ansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan 
berwenang menolak permohonan Defter Ulang Izin Gangguo.n apabila 
persyaratan teknis sebaguimunu dimuksud pudu uyut (1.) huruf b tiduk 
dipenuhi. 

(7) Penolakan terhudap permohonan Daftur Ulang fain Gungguan sebagatmana 
dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alaaan penolakan dan 
disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk terrulis. 
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Pasal 20 
( 1) Inetansi yang bertanggung jawab dalam bidang Pcrizinan Ga nggua n 

menerbitkan perubahan Izin Ganp-,girnn dAIAm benruk Izin Gangguan yang 
baru apabila: 
a. tela h memenuhi persyaratan admirristratif secara lengkap dan benar; 

dan 
b. telah memenuhl per$yflt"Q_tA,t1 teknis sebagaimana dimuat dalam 

rekomendasi teknis yang dibuat Dinns, 

c, membayar Retribusi Izin GRT1PJ?ll~n dan menyerahkan totokopl btlktl 
pembayaran Retribusi Izin Gangguan kecuali bagi µcm1ulm11 pm uLahan 
Izin Cangguan karena adanya perubahan status kepemilikan. 

(2) Dinas melaksanakan verifikasi di lapangan atas pcrsyaratan teknis 
sebagaimana dimnkeud pmfo A)'fJt (1) horul' b dan rnembuat Bcrita Acara 
Hasil Verifikasi/ pcngecckan lapangan. 

(3) Berita Acara Hasil Verifikasi eebagaimana dimaksud pada uya t. (2) mt'.njucH 
bahan pertirnbangan dalam pemberian Rekomendasi yang diterbi~an 
Dinas. 

(4) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan 
menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) tclah lcngkap dan benar. 

(5) Inswnsi yang bertnnggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan 
berwenang menolak permohonan Perubahan Izin Ga.ngguan apabila 
persyaratan administratif sebagaimana dimak.sud pad.a ayat ( 1) huruf a. 
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e. Surat Pernyataarr/ keterangan/uraian yang memuat adanya perubahnn 
status kepemilikan atas usaha dan/atau pen:ab(~ha.n luasan tcmpat 
usaha: dan 

f. Surat Pernyataan memenuhl scmua kewajiban dalarn pernberian .1~i11 
Gnnggunn. 

(3) Pernohon Izin Gangguan yang bcrbcntuk badari q~.h~, selain wajib 
memcnuhi pcrsvaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (2L wtJjih 
melampirkan: 
A. fotokopi akte pendirian usaha dan .. akte perubuhun terakhir apabila telah 

mcmiliki pcrubahan akta pendirian use ha; dan 
b. eurat/dokumcn yang mcncrarigkan bahwa tanah tersebut merupakan 

uset badan usaha apabila tanah terscbut mcrupakan aset badan ueaha. 
(4) Pemohon Izin Oangguan baik perseorangan maupun badan usaha yang 

hukan aebagai pcrnt!t',.<t.JJg Hak alas Tanah sebagaimana terrnuat di dalam 
Sertmkat Tanah, maka wajib melampirkan: 
a. fotokopi dokumen bukti penguasaan/pemnnfnnton/perjanjian sewa 

menyewa atas tanah da.1.1/ atau bangurran di nta~nya yang dlgunekan 
sebagai tempat ueaha: don 

b. aurat pernyataan tidak keberatan dari pemilik hak ataa tanah dan/ atau 
bangunan atas pengajuan perrnohonan Izin Gangguan. 

(5) Persyaratan dan tata cara permohonan Perubahan Izin Gonggunn. bngi 
kegiatan u~aha yung terjadi perubahan usaha dan/atau pertrba'hart lnk.-isi 
usaha scbagaimana dirnakaud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib 
mengajukan Izin Gangguan baru sebagaimana diatrrr daJam Paaal 15 nan 
Pasal 16. 



Bagian Keenarn 

sietem Informasi Perizinan Gangguan 
Pasal 23 

(1) Instansi yang bertanggung Ja:.wab dalarn bidang perizinan gangguan 
mcngclola dan rnengembangkan Sistem Informasi Perizinan Ga11gµ,uun 
dengan sistern elektronik clan telmologi informasi yang memuat: 
a. syarut dan tata cara perizinan gangguan; dan 

b. data jumlah izin gangguan bcscrta jcnls usaha clan pernilik izin usaha 
yang terdiri dari: 

1. jurnlah fain G;u1ggu:m y:m~ telnh diterbitkan; 
2. j'urnlah DAft.Ar tJlang lzin G·angguan~ 

3. jumlah Perubahan Izin Gangguan; 
4. j urnlah pemegHng Izin Gangguan yang tclah melanggar Peraturan 

Daerah dan Peraturan Walik.ula irn dan Lelah diberi aarrkai 
administratif. 

(2) Sistem Informasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf R beraifat 
terbtika trnt.uk ptiblik drm dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang .. undangan, 

(3) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan 
mengelola data jumlah izin gangguan beserta jenis usaha dan pemilik izin 
usnhu sebngairnana dimaksud pada ayat (I) huruf b scbagai bahan/ data. 

Pasal 22 
Proses pcncrbitan Rekomendasi Teknis dari Instansi Teknls sebagaimarui 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (~) huruf k, ditetapkan berdasarkan Standar 
Prosedur- Operasional yang ditetapkan Instansl T~kni~ pernberi rekomendasi. 

Bagian Kclima 
Standar Prosedur Operasional dan Standart Pelayanan Publik/Standar 

Pelayanan Minimal 
Pasal 21 

Proses dan jangka waktu penerbitan Izin Gangguan, Daftar Ulang Izin 
Gangguan dan Perubahan fain Gangguan, sebagairnnna dimaksud dalam Pasal 
15, Paaal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan 
bcrdasarkan Standar Prosedur Operasional dan Standart Pelayanan 
Publik/Standar Pclayanan Minimal sebagaimuna diatur dalam pcraturan 
perundang-undangan, 
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dan huruf c tidak lengka.p dan tldak lH:rn..n· K~rt:.-1 rnetnertntnhkan t'emohon 
tmruk melengkapi scmua persyaratan administratif, 

(6) Instansi yang bertanggung jawa b do lorn hirlnng Perizinan Cangguan 
berwenang mcnolak permohonan Perubahan Izin Gangguan apabila 
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 
dipcnuhi, 

('/) Penolakan tcrhadap permohonnrt peniho.h(\n Izin Oatlgguw:i. acb.::1.8i:lilUi:ll1~ 
dinu1k:sm.l pada eyat (6) disertai dengan 1"Jh.1:i1111 1w.rml.1:·d~H.n dan 
disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk tertulis, 



Pasal 2fi 
( 1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Pcrizinan Oangguan wajib 

menvampaikan laporan penyclcnggaraan penerbitan l.zin Gangguan berupa 
laporan periodik setiap bulan kepada Walikotu dengan ternbusan kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Laporan periodik setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
rneliputi data j urnlah izin gangguan beserta jenis usaha dan pernilik izin 
usaha yang terdiri dari: 

a. .itunlah Izin Oangguan yang telah diterbitkan. 
b. jumlah Daftar Ulang Izin Gangguan; 
c. j umlah Perubahan Izin Gangguan; 
d. jLLIILllil1 pemegang Izin Gangguan ywig Ielah melanggar Peruturan 

Daerah clan Peraturan Wafikota irri serra relah diberi sanksl 
administratif, 

a. monitoring proses dan penerbitan perizirran gangguan; dan 
h. evaluaai perizinan gangguan. 

(2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada aya t. ( l) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BARV 
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN 

Pusul25 
( 1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan G~nggua:o 

melak~anakrin: 
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BABlV 
H/\K1 K~;WA.JIHAN UAN LARANGAN 

Pasal 24 
( 1) Setiap pernegung Izin Gnnggunn berhnk rnelakaanakan kegiatan usaha 

sesuai dengan kt':tentuan fain G..tr1ggwm rhu1 p~r,;1tur«r1 perundang 
undangan. 

(2l Setiap pcmega11g lzln Oat1gguan bcrkcwajiban melaksanakan ketentuan 
sebngnirrumn dintur dn lnm l-'P-rnn ~r~n IJ.f.i.erah dan ketcntuan tcknis Yatl.~ 
tcrmuat dalam I:zin GanAAlJarL 

(3) Setiap pemegang Iiin Gangguan dilarang: 
a. rnerubah dan j atau mernpertuas tempat usaha tanpa memiliki Izin 

Gangguan atas perubahan tempat uaaha; 
b. rncnjalankan usaha yang Lidak sesuai dengan izin yang diberikan; 

dan/a.ta.u 
c, menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan 

atau gangguan. 

dalarn kegiatan pengawasan, pengendalinn, dan penegakan hukum dalam 
bidang perizinan gangguan yang dapat diaksea dengan mudah oleh Dinos, 



Pengawasan Adrnirriatrarif 

Pasal 28 
(1) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

huruf a dilaksanakan untuk pentaatan pcmegang Izin Oangguan dalam 
mclakukan Daftar Ulang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan 
W alikota ini. 

(2) Iriatartai yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan 
rnenerbitkan Surat Pemberitahuan untuk mclakukan Daftar Ulang kcpada 
pcmcgang lzin Gangguan. 

(3) Burat Pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tcruil'i dari: 
a. Surat Pemberitahuan I (kesatu) diterbitkan 3 (tlga) bulan sebelum 

berakhirnya batas waktu daftar ulang; 
L. Sw·al Pe111Lerilahuar1 II (keduu) dilerbitku.n 2 (duu) buiun sebelum. 

bcrakhirnya batas waktu daftar ulang; dan 

c. Surat Pemberitahuan Ill (ketiga.) diterbitkan l (satu) bulan sebelum 
berakhirnya batas waktu daftar ulang. 

(4) Surat Pcmberitalruan scbagaimana dimalcsud pada ayat (3) diklrimkan 
secara langsung kepada. Pemega.ng lziri Gangguan/pengelol.a kegiatan 
usaha/ka.rya.wannya di tempat Kegiatan Usaha. 

(5) Ketidaktaatan atas Surat Pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) menjadi dasar untuk pengawasan lapangan yang dilaksanakan oleh 
Dinas. 

Bagian Kedua .• 

Ragi~n l<t!sf:ltu 

Umum 
Paso.I '27 

( l) Pcngawasan dan pengeridalian ter'hadap pelaksanaan Izin Gangguan 
dilaksanakan dengan cara: 
a. pengawasan administratif dilaksanakan olch Instansi yang bertanggung 

jawab dalam bidang Perizinan Gangguan; dan 
b. pcngawasan tcknis dan lapangan dilaksanaka.n oleh Dina~. 

(2) Perigawaxan drm pengend.fl1ian sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui kegiatan: 
a. pendataan; 
b. pemantauan; 
c. pelaporan; dan 
d. evaluasi, 

BAB VI 
PENGAWASAN DAN PENOENDALIJ\N 

(3) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Gangguan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) menjadi bahan/ data untu.k mclaksanakan kegiatan 
penguwu~un lup~mg~m dun pene2nkan hukum yang dilakukan Dinas. 

18 
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Pasal 31 

( 1) Petugas Pengawas Lapangan dalam pelakaanaari tugasnya dapat 
melibatkan Kecamatan dart Kelurahan yang membawahi tempat usaha 
pemcgang Izin Gangguan. 

(2) Keterlibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanasn perrgawaaari 
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan 
cara: 
a. dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan di 

tempat usaha: dan / at.au 

Pasal 30 
(1) Petugas Pengawas Lapangan berwenang= 

a. melakukan pemantauan; 
b. meminta keterangan; 
c. rnernbtrat, salinan dari dokumen dan/utau 
d. mcmbusr cararan yang diperlukan; 
e. merneriksa kesesualan pcrizinan; 
f. memasuki tempat trsaha; 
g. memotret; dan 
h. merneriksa J)t'.t"ill.i-Jlari/ mcsln, 

(2) Pemegang Izin G~nggu.1:u1ft-.cng~lola/kery.awan kegiatun usaha dilari:\ug: 
menghalangi pelaksanaan tugas pengawasan lapangan. 

Bngion K~tig;-,i 

Pcngawasan Lapangan 

Pasal29 
(I) Dinas melaksanakan pengawasan lapangan secara periodik den/ atau 

insidcntil atas pelaksanaan perizinan KHiiKKunn, 
(2) Pelaksanaan pcngawasan lapangan sccara periodik sebuguirnunu dir~mlrnut.J 

pada ayat ( 1) dllo.lrulcan untuk pentaatan bagi pernegang J.zi.n 
Gangguan/penanggungtawa.b kcgiatan usaha atas pelaksanaan kewnjibun 
dan larangan scbagaimana dirnaksud d~\h·rrn P~ruf i rrrrn l>m~rnh rlan P;;iR.."11 
24 ayal (2) dun ayal (3) Pr::1alwan Walikota in.i. 

(3) Pelaksunaan pengawasan lapangan in~tidentil St':hAgAimr.m.n dirnaksud pada 
ayat ( 1) dilnksanakan atas dasar: 
a. laporan Instansi yang bcrtanggung jawab dalam bidang Perizinun 

Gangguan atas ketidaktaatan Pemegang Izin Gangguan berdasarkan 
pengawasan administratif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28; 

b. laporan Kecamatan/ Kelurahan; dan / atau 
c. laporan/ pengaduan masyarukut, 

(4) Kepala Dinn:-1 rnenugaskan Petugas Pengawas Lapangan urifuk 
mclaksanakan pengawasan Iaparigan, 

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangan sebagairnana dirnakaud 
pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Kecamatan dan Kelura.h~n y.anp; 
rnembawahi tempat usaha pemegang lzin Gangguan, 



(I) W::1li'kr1·l:-1 mP.l1mp:-1hknn k~wfl!n:-ln(§-ln 11nh ik· Tnflonj~t~.lhk~ry i9,l;'IT'Jkll?,; 

administratif eebagaimana dimaksud dalam l'nsa.1 34 aynt (~) huruf a dan 
ayat (3) huruf a kcpada Kcpala Dinas da.n dituangkan dalam bentuk 
Keputusan. 

(2) Walikota melimpahkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b 
kepada Kepala Instansi yang bertan~n~ jawab dalam bidang Perizinan 
Gangguan dan dituangkan dalarn hentuk Keputusan. 

(3) Kewenangan penlaruhan sanksl admlnistratif berupa pencabutan lzin 
Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c tetap 
menjadi kewenangan Walikot« dan dituangkan dalam bentuk Keputusan. 

Pasal 35 

BAB VU 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Bagian Kcsatu 
Umum 

Pasal 34 

(1) Walikota berwenang menjatuhkan sankai adminiatratif kepada pcmegang 
Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatun ueaha apabila rnelanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13t Pasal 24 ayat (2) dan 
ayat (3) Peraturan Walikota irri. 

(2) Sanksi Adminiatratif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. teguran/ peringatan tertulis; 
b. paksaan Pemerintah; dan 
c. pencabutan Izin Gangguan. 

(3) Sank$i Administratif berupa paksaan Pemerintah sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) huruf b terdir i dari: 
a. penandaanypemberian tanda aankai admlnlstratlf; dan 
b. pembekuan Izin Gangguan untuk sementara waktu. 

Pasal 33 
Hasll pengawasan lapangan yang dllakukan Petugas Pengawas Lapangan 
1Titmj-:11.H d.-1K.-1r 1x~T1j.-1Juh~in ~ank.?S; admin.i!Strntff -t\pnbila diternukan adanya 
pelanggaran atas lzin Gangguan sebegaimana diatur dalam Perattrrari Daerah 
dan Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 32 

Petugas Pengawas Lapangan menyusun Betita Acara Hasil Pengawasan 
Lapangan dan melapnrkan secara terruhs kepnda Kepalu Dinue ulue husil 
pengawasan lapangan yang telah dilakukan paling lambat 7 hari kerja Ht:ldah 
pr.np-jiWA::lATI dilaksanakan. 

b. mernberikan lnporanj'pengaduan kepada Dinas dan/atau Pctugas 
Pengawas Lapangan, 
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Uagian Kedua 
Tata Cara Penjattthan Sru1ksi Administratif 

Paragraf 1 
Tegurarr/Poringatan Tcrtulis 

Pasal 36 
(1) Sanksi adminiatratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 35 ayat (1), dijatuhkan kepada Pemegang Izin 
Gangguan/ Penanggung jawab kegiatan usaha apabila melanggar ketentuan 
sebagaimana dalam Pnsal 13, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan 
Walikota ini. 

(2) Sanksi administratlf teguran/peringatan tertulis &ehagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dijatuhkan kepada Pemegang Izin Gangguan/ Penanggung 
jawab kegiatan trsaha apabila telah dilaksanakan pengawasan dan 
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Passi 27, Pasal 28t Pnsal 29, 
Pasal 30, Pasal 31, Paaal 32 dan Pasal 33 Peraturan Walikota ini. 

(3) Sanksi administratif teguranj peringutan tertulls sebagaimana dim~ksud 
pada a.yet ( J) disertai perintah untuk mclaksanakan: 
a. pcngajuan permohonan Izin Gangguan/Daftar Ulang Izin 

Gangguan/Perubahan Izin Gangguan; dan/atau 
b. melaksanakan persyaratan yang terrnuat dalarn Peraturan Daerah, 

Peraruran Walikota ini, dan Perizinan CJan.ggua.n. 
(4) Sanksi administratlf teguran/peringatan krt.u1iM scbagaimana dimaksud 

pada aynt (1) ditcrbitkan dan dilaksanakan secaru bertahap: 
a. Teguran/Peringatan 'I'erf.ulis I (Kesatu) untuk jangka waktu 7 (tujuh) 

hari kalender terhitung sejak diterimanya Tegurarr/Peringatan Ter'tulis 
ini olch Perncgang Izin Gangguan / Penanggung jawab kegiatan usaha 
/ Pengelola kegiatan usaha/karyawannya; 

b. Tegurarr/Peringatan Tertulia II (Kedua) untuk jarigka waktu 7 (tujuh) 
hari kalender sejak dltorlmanya Tegurarr/Peringatan Tcrtulis iui nleh 
Pernegang Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatan usaha/ Pengelola 
kegiatan usaha/karyawannya; dan 

c. Teguran/Peringalan Tertulis III (Ketiga) untuk jangka waktu 7 (tujuh) 
harl kalender sejak ditcrirnanya Tcgu.ran/ Pcrin~ton Tert.u lifl ini oleh 
Pcmcgang Izin 011.nggunn/Penunggung jawab kcs:d,atan us.aha-/Pengelola. 
kegiatan usaha/ karyawannya. 

(5) Sanksi administratif teguran/ peringatan tertulis yang dijatuhkan secara 
bertahap sebagairnana dimakstrd pada ayat (4) dilaksariakan Petugas 
Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini. 

(4) Pelaksanaan sanksi admimstratif ~~bt-•.gH1rmum dirnakand pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) di bawah pengawasan teknis dari Pctugas Pcngawas 
Lapnngan sebagaimana dimaksud dalarn PerR1;:unm Wnlikotu ini. 



Pasal 38 

( 1) Sanksi administratif paksaaan Pcmcrintah yang berupa 
penandaan/pemberian tanda sanksi administratlf scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a diluksanaknn oleh Saruan Polisi Parnong 
Praja dengan didampingi oleh Petugos Pengawas Lapangan. 

(2) Sanksi adrninistratif paksaan pcrncrintah y~ng b,.:rup<'4. 
penandaarr/pemberian tanda sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) dilaksanakan dengan cara: 
a. menyerahkan Keputusan Sanksi administratif paksaan Pernerintah 

kepada Pemegang Isin Gangguan/ Penanggung jawab kegiatan 
usaha/pengelola kegiatan usahu/ karyawannya; dun 

b. mclakukan pcnandaan berupa pita kunina/ariker'/papsn y1-1nn 
bertuliskan 
1. "BELUM MEMILIKI IZIN GANGGUAN"; atau 
2. "MELANGGAR PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA 

DAN/ATAU PERSYARATAN IZIN GANGGUAN;;. 

(3) Sanksi administratif pakxaan Pernerintah berupa penarrdaanj pcmbcrian 
tAnrla: aarrkai adrnirristratif sebugaimuna dim.aksud pad.a ayal (1) dan ayat 
(2) disertai perintah untuk rnelaksanakan: 
a. pengajua.n permohonan Izin Gangguan/Daftar Ulang lzin 

Gangguan/Perubahan Izin Ganggua..n; dan/atau 
h. melakaanakan persyaratan yang termuat dalam Peraturan Daerah, 

Peraturan Walikota ini, dan Pcrizinan Gangguan. 
(4) -Jangka waktu pcnandaarr/pcmbcrian tanda sanksi administratif 

sebagaimana dimakaud pada ayat (2) berlaku sarnpai dengan: 

a. fain Gangguan telah diterbitkan oleh Instansi yang bertanggung jawab 
dulurn l.Jidang; F'erizinan. Ganggua.n; dan/ atau 

b. ditaatinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dacrah clan 
Peraturan Walikota ini. 

(5) Apabila dalam wakru 30 hari perintah sebagaimanu dimakaud pada ayat (3) 
tidak ditaati pemegang fain Gungguan/Pr.nanggti,ng jaw.:':lh kr.gi.:':ltan uaaha, 
Petugas Pengawas Lapangan rnelaporkan kepada Kepala Dinas, untuk: 
a. merekomendasikan kepada Instansi yang bertanggung jawab dalam 

bidang Pcrizinan Gangguan untuk dilaksenakan Pem bekuan Izin 
Gangguan untul< ~~ment.erH wukt.u; utuu 

b. rrH.~ngu:·u)lkAn kc:pAdA Inatansi yang berwenang untuk melakukan 
penegakan hukum kepada pelaku usaha sesuai ketentuan pcraturan 
perundanz-undanzan. 

Paragraf 2 
Paksaan Pemerintah 

Pasal 37 
Sankai adminlstratif paksaan Pcmerintah yang berupa penandaan/ pemberian 
tanda sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud dalam Paaal 34 ayat (3) 
huruf u diterbitkan oleh Kepala Dinas apabila berdasurkan Laporan Petugas 
Pengawas T~panp.;im HtJ;js p~h.1ks;..1n:.1an sanksi ;ulmini~trr.11.ir 
tcguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak 
r.HhmH p~m~g:mg ):.,,;in G.:mgguan/ pcna11~ung j..twah kt:gi.-:1lan LlKal1a/ pm1gdula 
kegiatan usaha. 
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(3) Sa.nksi administratif pak~mn. Pernerintnh bertrpa pt:mht:kuan Izin 
Gangguan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
disertai perintah untuk melaksanakan: 
a. pengajuan permohonan Izin Gangguan baru; dan 
b. melaksanakan persyaratan yang termuat dalam Peraturun Dae rah, 

Pcraturan Walikota ini, dan Perizinan Gan~uan. 
(4) .Jangka waktu penandaan scbagalmana dlmaksud pada ay.r.at. (~) huruf b 

berJaku sampai dengan Izin Gangguan yang baru telah diterbitkan dan 
ditaatinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan 
Peraturan Walikota. irri. 

(5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) httri kalertrlt<:r\ (Jf':rintah sebagaimaria 
dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati pemegang Ian Gangguan, Petugas 
Pengawas Lapangan mclaporkan kcpada Kepala Dinas, trnf.uk: 
a. merokomcndasikan kepada Irrstanei yang bertanggung jawab dalam 

bidang Perizinan Oanggunn untuk dilakeanakan Peneabutan Izin 
Gangguan oleh Walikota; atau 

b. mengusulkan kepada Instansi yang bcrwcnang untuk melakukan 
pcncgakan hukurn kepada peloku usaha sesuai ketentuan pernturan 
perundang- 1mdangan. 

Paaal40 
( 1) Sanksi administratif paksaaan Pemerintah yang berupa pembekuan Izin 

Gangguan untuk sementara waktu sebagairnana dirnakaud dalarn P1;1~al 34 
ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Saruan Polisi 1-'~mong Praja ci~ngHn 
didarnpingi Petugas Pengawas La.pangan. 

(2) Sankai adminiatratif paksaan pemerintah yang berupa pembekuan Izin 
Gangguan urituk sernerrtara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan caru: 
a. menyerahkan Keputusan Sanksi administratif paksaan Pemerintah 

kepada Pemegang Izin Oangguan/Pcnanggung jawab kegiatan 
usaha/ pengelola kegiatan usaha/karyawannya; dan 

b. melakukan penandaan berupa pita. kuning/stiker/papan yang 
bertuliskan "IZIN GANGGUAN DIBEKUKAN SEMENTARA WAKTU11• 

Pasal 39 

(1) Sanksi administratif paksaaan Pemerintah yang berupa pembekuan Izin 
Gangguan untuk eementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (3) huruf b diterbitkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab 
dalarn bidnng Perizirmn Gangguan apabila: 
a. berdasarkan Laporan Pctugas Pcngawas Lapangan ataa pclaksanaan 

sanksl admuustrant paksaan pernenntah sebaga1mana dimaksud dalarn 
Pasal 38 yang telah dijatuhkan kepada Pemegang Izin Gangguan tidak 
ditaati; dan 

b. telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan semua instansi teknis 
t~rkuiL 

(2) lnstansi yang bert.o.n~rn~ jnwnh dnlnm bidnng Perizinnn Onnp.gimn 
melaporkan kepada Walikota. apabila berdasarkan rapat koordinasi dengan 
semua instansi teknis terkait diputuskan akan dilaksanakan Sanksi 
administratif paksaaan Pemeriritah yang berupa pernbekuan lzin Gangguari 
untuk sementara waktu. 



(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
diterimanya surat hak jawah sebagaimana dimaksud pads ayat (3), 
Walikota wajib mcnctapkan diterima atau ditolaknya jawaban. 

(5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)1 

Walikota wajib mendnsnrknn rekornendasi dari: 
n, Kepala Instanai yang bcrtanggung jawab dalam bidang perizinan 

gangguan; 
b. Kepala Dinas; clan 
c. Kepala instansi teknis di lingkungan Pemerintuh Duerah yang tcrkait 

dengan jenis kegiatan usahanya, 
(6) Kcputusan Walikota yang rnernuat diterima atau ditolaknya hak jawab 

sebagaimana dimnksud pa.da ayat (5) dlserlai alasan-alasannya, dilcirimkan 
kepada pemegang Izin Oangguan. 

Pasal 42 

(1) Pemegang Izln Gat)8,lfu ... m yQng dikenai sanksi administrntif herupa 
p~nc:nhutim Izin Oanggu.an berhak mengajuksm hnk jawab sebelum 
dijatuhko.nnyn sanksi pencabutan Izin Gangguan. 

(2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 
dalam tcnggang waktu 30 (tiga puluh) hari s~j.ak diferirmmya surat 
pemberitahuan pencabutari Izin Gangguan. 

(:.:i) Hak jawab sebuKuimu.na dirnaksud pada ayat (2) dibuat dalarn bentuk 
tertulis dun berisikan argurnentasi dlscrtai bukti .. bukti bahwa lcew~jiban 
yang dlpersyaratkan dalam hasil p~ngawa!San dan pengendauan tel.ah 
dilakaariakan. 
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PRr;-1graf 3 

Pcncabutan Izin Gangguan 
Pasal 41 

(1) Sankai administratif berttpa pencabutan l: . zin Gangguan sebagaimana 
dimaksud dalam Paaal 34 ifyAt (?.) huruf c dilakukan sebagal langkHl1 
terakhir dalam pelaksanaan pernberisn sanksi administratif. 

(2) Sanksi adrninistratif berupa pene::.hut.an fain Gangguan sebagaima.na. 
dimn lrnud pn.cbi ayat ( 1) diusulkan Kcpala Jnstrmsi yang bertanggung ja wa lJ 
dalarn bidang Periziuau Gw1gguun kepudn Walikota apabila: 
a, Kepolo Dinas tf':lAh mcrckomcndasikan untulc dilaksanakan Pcncabutan 

lzin (hu11-~1~u~11 dengan mendasarkan pads IAJ"J(Jt':'l.n rc:~n1gats Pengawas 
Laparigan atas · pelaksanaan sanksj iJd mini~t rut if paksaan pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang telah dijatuhkan kepada 
Pemega.ng Iztn Gangguan tidak ditaati; dan 

b. telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan semua irrstanei tekniR 
terkait, 

(3) Instansi yang bertanggung jAWA b dalaru bidang Perizinan 01'.lngguru1 
mengusulkan kepada Walikota apabila berdasarkan rapat koordinasi 
dengan semua instansi teknis terkait diputuskan pencabutan 17.in 
Oangguan. 

(4) Sanksi administratif berupa p~,u~butan Izin Gangguan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikot.a.. 

(5) Pcncabutan Izin Cangguan dapat digunakan mcnjadi daaar pcrtirnbangan 
dalam pencabutan izin kegiatan usaha sesuai ketentuan pera turan 
perundang-undangan, 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR \.i 
ADITRTHANANTO 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal :)_.,;;· .,\ u t\1 o2J.) l t 

SEKRETARIS DAtRAH 

Ditetapkan di Semarang 
rmcfa f angga 1 '2..1S'' r"\l~. ) O t. f 

WAUKOTA SEMARANO 

Per'attrrnn Waliknta ini rmrlai herluku purfo h1ngg~1.l diundangkan. 
Agnr setinp omng mengetahuinya, memerintahkan pcnguodangan rcratutan 
WaHknhl ini dengan penempatannya dalam Derita Daerah K.ota Semarang. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal44 

Pemegang Izin Gangguan yang: 
a. memiliki. lzin Gangguan sebelum berlakunya Peraturart Daerah Nomor 20 

Tahun 201 l tentang ljin Oangguan; 
b. kegiatan usahanya tidak ada perubahan usaha maup,~n Iuasan tempat 

usnho; dnn 
c, k~gi.it .. ;.in usahanya rnasih sesuai dengan Mencana Tata H.ua.ng Wila_yah 

sebagaimana diatur dalarn Pcraturan Daer-ah Kota Semarang Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Rencana Tutu Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 
2011-2031; 

wajib mengajukan Izin Gangguan dengan pc::rsyaratar·1 chm t~la c~r~ 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. tanpa diwajibkan 
melampirkan izin 1okas.i/izin prirrsip, 

BAD VIII 

KETENTUAN PERALIHJ\N 

Pa.sat 43 

(7) Setelah lewat waktu ~O (tipfl p11l11h) hari kalender sejak diterimanya surat 
hak jawab, Walikota tidak memberiknn kepurusnn, maka hak jawab 
pcmcgang Izln Oangguan dir1yHt . .uk1-m dite:rima. 

(8) Selarna jangka waktu hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (4)1 Pemegang Izin Ganggt.mn wajih mentaati sanksl adruiniatratif 
paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 uyul (3) 
huruf b. 

; 
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